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 ABSTRAK 
 

Persoalan pengangkatan perangkat Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu 
yaitu masih kurangnya profesionalisme, objektivitas, dan kompetensi kepala desa 
adalah salah satu dari banyak masalah menimpa seluruh desa di Kota Batu. 
Permasalahan yang muncul pada saat pemilihan Beberapa kerjasama kontraktual 
politik dengan Desa dan kelompok masyarakat sebelum terpilih telah berjanji untuk 
menjadi bagian dari perangkat Desa, yang menunjukkan kondisi tersebut terjadi, 
selain banyak individu yang ingin berpartisipasi dalam proses seleksi tetapi tidak 
diberikan ruang yang cukup untuk berkompetisi sesuai dengan kapasitas di 
bidangnya. nepotisme. Isu ini muncul karena tidak sedikit penduduk setempat yang 
harus ikut dalam siklus pemilihan untuk menjadi pemerintah kota. 
Berbagai isu yang muncul dalam siklus pemilihan penunjukan pejabat di Kota 
Pendem, Kawasan Junrejo, Kota Batu, khususnya menjelang awal kantor 
pemerintah Kota Yang baru, Kamis 25 Januari 2018, disampaikan warga setempat 
keluhan terkait desain selama waktu yang dihabiskan untuk memilih dan menyaring 
otoritas kota Pendem Town, Junrejo Area, City Rock. Jelas ada kondisi yang 
dirancang karena apa yang terjadi baru-baru ini adalah bahwa satu pesaing untuk 
alat Kota didelegasikan di setiap bidang sebelum tes penyaringan dilakukan. Di 
setiap bidang, hanya satu orang yang mengikuti rekrutmen dan seleksi perangkat 
desa. Bagaimanapun, nama-nama yang telah lolos masih mengudara sebelum 
pelaksanaan siklus penentuan pendelegasian otoritas Kota. Ada klaim tentang 
favoritisme kepala kota terhadap pertemuan lokal tertentu yang terkait dengan 
bantuan politik dan perdagangan posisi alat kota yang sepenuhnya bermaksud untuk 
memperkuat situasinya dalam perlombaan politik kepala kota. Sentimen yang sama 
juga diungkapkan oleh aparat desa yang sudah lama menduduki jabatan tersebut. Ia 
mengaku disingkirkan sebelum akhir masa jabatannya dari aparat karena dianggap 
tidak mendukung Bupati. Untuk membedakan dan mengkaji Tugas Pemerintah 
Kota Pendem dalam Penunjukan Pemerintah Kota. menentukan dan mengevaluasi 
keabsahan pengangkatan pejabat pemerintah desa. Pemeriksaan sebelumnya dari 
Uswatun (2018) Komponen Penunjukan Majelis Mekanik Kota Sie di Rezim Bima 
Untuk mengetahui sistem pendelegasian alat kota Sie dalam Peraturan Bima. Jenis 
eksplorasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan subjektif. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa oleh kepala desa dan badan 

permusyawaratan desa (BPD), dengan bantuan dari pemerintah desa, dikenal 

sebagai perencanaan desa. Memperhatikan titik tolak dan adat istiadat yang 

dianggap dekat satu sama lain guna mengatur dan mengurus kepentingan daerah 

setempat. dan diperhatikan dalam peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Indonesia. Pemerintah Desa khususnya dan pimpinan organisasi secara keseluruhan 

menjadi perhatian utama masyarakat. Petunjuk Khusus Pedoman Tata Kota, 

Pedoman Pendeta Usaha Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2091), 

Pengaturan perakitan mekanik diatur dalam Peraturan No. 6 Tahun 2014 tentang 

kota, Alat desa ditunjuk oleh lurah setelah berdiskusi dengan camat untuk 

Pejabat/ketua desa. Apalagi, pengaturan Pemkot tertuang dalam Pedoman Pendeta 

Rumah Tangga Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Pedoman Pendeta Rumah Tangga Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Penataan dan 

Pembebasan Pemerintah desa menyatakan bahwa: Pemerintah Kota adalah 

komponen aparatur yang membantu Kepala desa dalam menyusun strategi dan 

koordinasi yang diwajibkan di Sekretariat desa, dan komponen pendukung 

kewajiban Kepala desa dalam melaksanakan pengaturan yang diwajibkan sebagai 

pelaksana khusus dan komponen daerah. Penataan pemerintahan desa di Indonesia 

sebagian besar melalui sistem yang telah ditentukan sebelumnya antara lain: 

Usulan yang diberikan Camat bersifat sebagai pengesahan atau pemberhentian 

mengingat kebutuhan yang telah ditetapkan. Dalam hal Camat memberikan 

pengesahan, Kepala desa memberikan Surat Pernyataan Kepala desa tentang 

Penataan Kewenangan Desa; Dan. Jika usul Camat berisi pemecatan, maka Camat 

melakukan penjaringan dan penjaringan sekali lagi calon Perangkat desa 



 

 

pendatang. Secara humanistik hal ini tidak benar, dimana cara yang paling umum 

untuk mendelegasikan alat desa di desa Pendem yang dilakukan oleh Kepala Kota 

hanyalah Sekretariat dan Kepala Badan Usaha (KAUR) yang sekarang berganti 

nama menjadi Kepala Desa, hanya dua komponen dari Perangkat Desa melalui 

tahapan penyaringan, penyaringan, pengujian dan baru ditunjuk/dipilih sebagai 

perangkat Desa dalam hal memenuhi semua persyaratan, sedangkan komponen 

lokal, misalnya Kepala Dusun dipilih secara beragam atau tidak. seperti Sekretaris 

dan Kepala Badan Usaha (KAUR) yang kini berganti nama menjadi Bagian Atas, 

penataan komponen provinsi tidak melalui sistem yang khas, namun yang pasti 

adalah kewenangan Lurah dan Lurah. diizinkan untuk memilih dan memilih sesuai 

penilaiannya. 

Persoalan yang terjadi di berbagai Desa bahkan mencakup seluruh Desa di Kota 

Batu, salah satunya adalah persoalan pendelegasian aparat Kota Pendem, Daerah 

Junrejo, Kota Batu, khususnya tidak adanya skill dan objektivitas serta kemampuan 

yang luar biasa yang digerakkan oleh kepala desa. masih dapat diabaikan. 

Tantangan yang terjadi terkait keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki oleh 

Lurah Pendem, khususnya dalam melakukan penetapan penataan perangkat 

Kelurahan di Kelurahan Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, karena tidak 

sedikit masyarakat yang perlu ikut serta dalam pemilihan untuk menjadi alat Kota, 

hal-hal yang terjadi selama siklus pemilihan perangkat desa, misalnya banyak orang 

yang ingin berpartisipasi dalam interaksi penentuan namun tidak diberikan ruang 

yang cukup untuk bersaing sesuai kemampuan mereka di bidangnya, juga beberapa 

upaya bersama yang mengikat secara hukum politik dengan Kota dan pertemuan 

lokal sebelum dipilih telah bersumpah untuk menjadi salah satu alat desa yang 

menunjukkan keadaan untuk melatih nepotisme. 

Berbagai isu yang muncul dalam siklus pemilihan penunjukan pejabat di Kota 

Pendem, Kawasan Junrejo, Kota Batu, khususnya menjelang awal kantor 

pemerintah desa yang disempurnakan, Kamis 25 Januari 2018, keluhan terkait 

disampaikan pihak setempat desain selama waktu yang dihabiskan untuk memilih 

dan menyaring otoritas kota Pendem Town, Junrejo Area, City Rock. Jelas ada 

kondisi yang dirancang karena apa yang terjadi baru-baru ini adalah bahwa satu 

pesaing untuk alat desa didelegasikan di setiap bidang sebelum tes penyaringan 



 

 

dilakukan. Di setiap bidang, hanya satu orang yang mengikuti rekrutmen dan 

seleksi perangkat desa. Bagaimanapun, nama-nama yang telah lolos masih 

mengudara sebelum pelaksanaan siklus penentuan pendelegasian otoritas desa. Ada 

klaim tentang favoritisme kepala kota terhadap pertemuan lokal tertentu yang 

terkait dengan bantuan politik dan perdagangan posisi alat kota yang sepenuhnya 

bermaksud untuk memperkuat situasinya dalam perlombaan politik kepala desa. 

Sentimen yang sama juga diungkapkan oleh aparat desa yang sudah lama 

menduduki jabatan tersebut. Dia mengaku dibebaskan dari alat itu hanya sebelum 

masa jabatannya berakhir karena dianggap tidak membantu Walikota. 

Berangkat dari gambaran diatas, penulis tertarik untuk mengarahkan eksplorasi 

dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Desa 

Dari Aspek Keteladanan” 

1.2 Rumusan Masala 

1. Contoh yang baik tentang peran kepala desa dalam meningkatkan kinerja 

perangkat desa? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berangkat dari rumusan masalah tersebut di atas, berikut adalah tujuan penelitian: 

1. untuk mempelajari dan mengkaji peran Pemerintah Desa Pendem dalam 

pemilihan perangkat desa. 

2. menentukan dan mengevaluasi keabsahan pengangkatan pejabat pemerintah 

desa. 

 

 

 

 



 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berawal dari tujuan eksplorasi di atas, manfaat yang ingin dicapai dari pemeriksaan 

ini adalah: 

1. Secara Akademik 

Sebagai kebutuhan untuk mendapatkan sertifikasi empat tahun dalam manajemen 

kebijakan (S.AP) manajemen kebijakan di Personel Teori Sosial dan Politik, 

Perguruan Tinggi Tribhuwana Tunggadewi, Malang. 

2. Secara Praktis 

Sebagai bahan informasi bagi Badan Permusyawaratan Kota (BPD) dan Camat, 

Dewan dan Jejaring terkait Tugas Pemkot Dalam Pelimpahan Kewenangan Kota 

di Kota Pendem 
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